
SK TIM ETIKA DAN TATA CARA
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Berikut SK Tata Cara Pemberian Penghargaan Yang Dilampirkan:

1. Dibentuk Tim Komite Etika yang ditetapkan berdasarkan SK
Nomor : 02/KEP/DISDUKCAPIL-2021 Perubahan Atas SK
Nomor : 01.D/KEP/DISDUKCAPIL-2020 Tentang Penetapan
Tim Komite Etika Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Padang Pariaman

2. Pemberian Penghargaan mengacu pada SK NOMOR : 57
/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Perubahan SK NOMOR
06/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Kriteria, Tata Cara Serta
Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Penghargaan
(Reward) Kepada Petugas Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

3. Pemberian Reward Kepada Petugas Nagari dilakukan setiap 1
bulan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman
Nomor : 19/KEP/BPP/2022 tentang Pemberian Penghargaan
Atas Pelaporan Kematian di Nagari Pada Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

4. Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat diatur dalam SK
NOMOR : 01/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Pembaharuan Atas SK
NOMOR : 13/KEP/DISDUKCAPIL-2020 tentang Tata Cara
Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila
Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan

5. Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat diatur
dalam SK NOMOR : 02 /KEP/DISDUKCAPIL-2022
Pembaharuan Atas SK Nomor : 14/KEP/DISDUKCAPIL /2020
tentang Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima
Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang
Pariaman

6. SK Petunjuk Teknis Pemberian Reward NON ASN Tahun 2019

7. SK Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan
Sanksi Tahun 2018
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR  : 02 /KEP/DISDUKCAPIL-2021 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
TAHUN 2021 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber 

Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 

pada Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Pariaman, yang salah satunya memberikan 

penghargaan dan sanksi kepada pegawai/ petugas sehingga 

dapat menjadi teladan dan pembelajaran bagi 

pegawai/petugas yang lain; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Tim 

Komite Etika pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Tahun 2021. 

Mengingat : 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5475); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai negeri Sipil; 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2015; 

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola 

Perpaduan Pelayanan Publik; 

10. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Publik; 

11. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

14  Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 

12. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

24  Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan. 

 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
KESATU 
 

 
 
 
 

KEDUA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
KETIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

: 
: 
 

 
 

 
: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Menetapkan Tim Komite Etika pada  Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. 

 

Tim Komite Etika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai 
yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan 

reward, antara lain : 

1.   Menerima usulan dan masukan mengenai nama-nama 
petugas yang akan menerima reward Sipil sesuai dengan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan; 

2.   Memberikan penilaian atas usulan pemberian reward  

dengan memberikan persetujuan atau penolakan atas 
usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul 
yang diajukan; 

3.   Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

 

Tim Komite Etika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai 
yang dianggap melanggar disiplin /aturan yang telah 

ditetapkan, antara lain : 

1.   Mengklarifikasi terhadap pegawai/petugas dan pihak-pihak 

yang diduga melakukan pelanggaran; 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEEMPAT 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
: 
 

 
 

 

 

 

2.   Menjatuhkan hukuman disiplin baik secara lisan tertulis 
maupun secara tertulis  

3.   Menyampaikan hukuman disiplin secara langsung kepada 

pegawai/petugas 

 

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya 

 
Ditetapkan di  : Pariaman 

Pada tanggal   : 2 Januari 2021 
 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 

 

 
 

         M. FADHLY S, AP, MM 

      NIP. 197501301995031001 
 

 
Tembusan disampaikan kepada yth :  

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan) 
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman; 

3. Kepala Bagian Organisasi dan RB  Setdakab Padang Pariaman; 
4. Arsip. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN  

 
NOMOR              
TANGGAL   

TENTANG     
 

: 

 
: 
: 

: 

KEPUTUSAN  KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
02/KEP/DISDUKCAPIL-2021 
2 JANUARI 2021 

    PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA PADA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

TAHUN 2021 
 
 

 
NO 

 
JABATAN STRUKTURAL 

 

 
JABATAN DALAM TIM 

 
KET 

1. 

 

 
2. 
 

 
3. 

 

 
4. 
 
 

 
5. 

 
 
 

6. 
 

7. 
 

Sekretaris Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 

 

Kepala Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

 

Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data 
dan Inovasi Pelayanan 

 

Kepala Bidang Pengelolaan dan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 

 

Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 

Kasi Kerjasama 

 

 

 

Ketua Tim 

 

 
Sekretaris/Anggota 

 

 
Anggota 

 
 

Anggota 

 
 
 

Anggota 
 

 
 
Anggota 

 
Anggota 

 

 

 
Ditetapkan di  : Pariaman 

Pada tanggal   :  2 Januari 2021 
 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL , 
 
 

M. FADHLY S, AP, MM 
NIP. 197501301995031001 

 
 
 

 



SK KRITERIA
DAN TATA

CARA
PEMBERIAN
REWARD



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A D A N G P A R I A M A N
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 06/KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

KRITERIA, TATA CARA SERTA PENANGGUNGJAWAB
PADA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA

PETUGAS PELAYANAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat, perlu melaksanakan pemberian penghargaan
(reward) kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

b. bahwa untuk pelaksanakan pemberian penghargaan kepada
petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditetapkan
Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian
Pemberian Reward dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kriteria,
Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian
Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang …

  UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden…

  UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  



10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Kriteria,
Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian
Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2022.

KEDUA

KETIGA

:

:

Kriteria Penilaian Pemberian Reward di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang
Pariaman adalah :
1. Kinerja, bobot 30%;
2. Absensi, bobot 15%;
3. BUPAPRI (Buku Panduan Prilaku), bobot 10%;
4. Pohon Impian bagi Operator Front Office, bobot 5%;
5. Pengaduan/Komplain, bobot 10%;
6. Hasil Rapat Tim Komite Etika 30%

Penghitungan penilaian indikator sebagaimana tersebut diatas,
sebagai berikut
1. Kinerja, bagi Operator diperoleh berdasarkan rekapitulasi

Produktifitas dari Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM);
2. Absensi berdasarkan rekapitulasi absensi;
3. BUPAPRI berdasarkan catatan yang ada pada Buku Panduan

Prilaku masing-masing petugas;
4. Pohon Impian berdasarkan saran dan masukan dari

masyarakat yang mengekspresikan kepuasan dari pelayanan
yang diterima;

5. Pengaduan diperoleh dari rekapitulasi pengaduan;
6. Rapat Tim Komite Etika dilaksanakan setelah diperoleh

rekapitulasi semua indikator.

KEEMPAT .…

  UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

:

:

:

Jenis Pekerjaan Non ASN dan Petugas Front Office pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1. Operator KIA;
2. Petugas Kebersihan;
3. Tim Kreatif;
4. Tim AJEK;
5. Operator DCM;
6. Petugas Cetak KTP KIA;
7. Operator Pelayanan SiBimo;
8. Operator Pengaduan Online (website,FB,email dan Layanan

Aplikasi SiPakem);
9. Operator Entri Data KIA;
10. Layanan Pengaduan Tatap Muka;
11. Petugas Keamanan;
12. Petugas Layanan AJEK dan Input Data KUA;
13. Petugas Arsip;
14. Pelayanan Pengaduan online (Via Telepon);
15. Operator Entri Data KIA dan Layanan SiPakem;
16. Operator DCM/WDH
17. Sopir;
18. Petugas Layanan AJEK dan Perekaman KTP EL;
19. Operator Pengaduan online (via Aplikasi DCM);
20. Petugas Loket 20 dan Entri Data KIA;
21. Operator Perekaman KTP EL;
22. Petugas Layanan pengaduan langsung dan Operator Layanan

Sipakem;
23. Operator Keamanan dan Legalisir.

Penanggungjawab untuk masing-masing Kriteria Penilaian
sebagai berikut:
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk Rekapitulasi

Absensi;
2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kabid

Pelayanan Pencatatan Sipil untuk pengisian Bupapri;
3. Fungsional Analis Kebijakan untuk Rekapitulasi Pohon

Impian dan Pengaduan;

Petugas Pelayanan Non ASN dan Petugas Front Office yang
memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan
terbaik setiap bulannya dan diberikan reward sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang serta
menerima tambahan nilai yang nantinya akan dicantumkan
pada Buku Panduan Prilaku (BuPapri).

KETUJUH .…

  UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  



KETUJUH

KEDELAPAN

:

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dengan kode rekening 2 . 12 . 04 . 2.03 . 03

Keputusan ini mulai tanggal 3 Januari 2022.

DITETAPKAN : DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

#

Tembusan : disampaikan kpd yth.
1. Bpk. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Arsip.

  UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  
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